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BABi IV 

PENUTUP 

4.1iKesimpulan 

Berdasarkani hasili observasii dani jugai analisisi Pemidanaani 

Terhadapi Tindaki Pidanai Korupsii Olehi Korporasii dii Kejaksaani 

Negerii Surabayai tersebuti dii atas,i makai penulisi dapati mengambili 

kesimpulani sebagaii berikuti : 

1. Korporasii sebagaii subjeki hukumi pidanai telahi ditetapkani dalami 

Undang-Undangi No.i 31i Tahuni 1999i tentangi Pemberantasani 

Tindaki Pidanai Korupsii sebagaimanai yangi telahi diubahi menjadii 

Undang-Undangi No.i 20i Tahuni 2001i tentangi Perubahani atasi 

Undang-Undangi No.i 31i Tahuni 1999i tentangi Pemberantasani 

Tindaki Pidanai Korupsi.i Meskipuni Undang-Undangi Tipikori telahi 

menetapkani korporasii sebagaii subjeki hukumi pidana,i namuni 

hanyai sedikiti aparati penegaki hukumi yangi menetapkani korporasii 

sebagaii tersangkai pelakui tindaki pidanai korupsii dani 

menghukumnya,i tetapii korporasii jarangi sekalii dijadikani tersangkai 

karenai sedikitnyai perhatiani aparati penegaki hukumi terhadapi 

pertanggungjawabani pidanai korporasii dikarenakani persoalani 

legislasi,i khususnyai terkaiti penempatani korporasii sebagaii subjeki 

hukumi berikuti pertanggungjawabani pidananya.i Dalami KUHPi 

yangi berlakui saati inii subjeki hukumi masihi tertujui padai manusiai 

alamiahi (naturlijkei persoon).i Hali itui tercermini darii  penggunaani 

unsuri “barangsiapa”i dalami berbagaii rumusani deliki dalami KUHP,i 
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jadii tertujuani padai subjeki hukumi manusiai alamiahi ataui orangi 

perseorangan.i  

Padai pasali 20i ayati (1)i Undang-undangi nomori 31i tahuni 1999i 

yangi memberikani beberapai peluangi suatui korporasii kei mukai 

pengadilani akibati darii tindaki pidanai ygi dilakukannya,i bersamai 

dengani pengurusi korporasi.i Dalami ayati inii memberii pilihani bagii 

penuntuti umumi untuki mendakwai dani menuntuti pengurusi sajai 

ataui korporasinyai sajai dani ataui kedua-duanya.i Pilihani itui 

sesungguhnyai tidaklahi mudahi bagii penuntuti umumi untuki 

dilaksanakannyai dengani sekedarnyai saja. 

2. Kendalai jaksai dalami penjatuhani sanksii tindaki pidanai korupsii 

yangi i dilakukani olehi i korporasii ,i kendalai utamai dalami 

pemberantasani tindaki pidanai korporasii adalahi kelemahani 

pengaturani teknisi hukumi acarai pidananyai terlebihi KUHPi kitai 

belumi mengaturi tentangi pertanggungjawabani korporasii tersebut.i 

Padai Pasali 79i Undang-Undangi No.i 14i Tahuni 1985i memberikani 

kewenangani kepadai Mahkamahi Agungi mengaturi lebihi lanjuti hal-

hali yangi diperlukani bagii kelancarani penyelenggaraani peradilani 

apabilai terdapati hal-hali yangi belumi cukupi diaturi dalami undang-

undang,i makai diterbitkani Permai No.i 13i Tahuni 2016i untuki 

mengisii kekosongani hukumi acarai pidanai korporasii tersebut.i 

Selaini dipedomanii olehi hakim,i Permai inii jugai dapati digunakani 

olehi penegaki hukumi dalami menanganii perkarai tindaki pidanai 

korporasi.i Lembagai penegaki hukumi (sepertii KPK)i telahi 
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memanfaatkani Permai tersebuti dalami memprosesi pemidanaani 

korporasi.i Berdasarkani realitasi tersebut,i ketentuani (normatif)i 

pemidanaani korporasii dalami perundang-undangani yangi selamai inii 

ada,i bisai ditegakkani ataui diimplementasikani dengani baik.i Tetapii 

Permai No.13i Tahuni 2016i dii atasi jugai terdapati kendalai karenai 

adanyai perarutani yangi kurangi diperjelas,i mengisyaratkani 

kehendaki kuati darii Mahkamahi Agungi untuki memperbaruii sistemi 

pertanggungjawabani pidanai korporasii yangi selamai inii dalami 

perundang-undnagani melaluii penajamani hubungani antarai unsuri 

pembuktiani kesalahani korporasii dengani perbuatani ataui dampaki 

perbuatani darii pengurusnya.i Adanyai kesalahani inii merupakani 

unsuri mutlaki i yangi bisai mengakibatkani korporasii dimintaii 

pertanggungjawabani pidana.i Tidaki dapati dikatakani bahwai 

pertanggungjawabani seorangi direkturi ataui ageni itui sepenuhnyai 

dilimpahkani padai korporasinya,i karenai secarai umumi harusi 

ditemukani terlebihi dahului pelanggarani darii peraturani tertentui 

olehi korporasii barulahi dipertanyakani siapai yangi melakukani 

kesalahani ataui kelalaiani tersebuti untuki dimintakani 

pertanggungjawaban.i  

4.2i Saran 

1. Bagii Jaksa Pengacara Negara   

Jaksa sebagai pengacara Negara diberi wewenang selaku eksekutor 

dalam pengambilan aset hasil korupsi dan pembayaran uang pengganti 

dalam perkara korupsi, jaksa sebagai pengacara Negara dapat 
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melakukan tindakan hukum baik adminstrasi, perdata dan pidana, 

selain itu Pasal 32, 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan bahwa 

dalam hal penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka/terdakwa 

tindak pidana korupsi tidak dapat dilanjutkan, sementara kerugian 

negara nyata-nyata ada. Sebaiknya jaksa pengacara negara harus dapat 

membuktikan tentang pengembalian kerugian negara yang telah 

dilakukan oleh korupsi korporasi dengan jumlah yang sama dengan 

kerugian yang diperbuat.  

2. Bagii Pembuati Undang-undangi  

Sebaiknyai dalami peraturani perundangi –i undangani tentangi 

korupsii khususnyai mengenaii korporasii dani tentangi penjatuhani 

sanksii pemidaannyai lebihi dipertegasi agari dalami memberikani 

ataui menjatuhkani putusani hakimi lebihi terfokusi terhadapi aturani 

dalami Undang-i undangi yangi mengaturi mengenaii sanksii pidanai 

kepadai korporasii yangi terlibati dalami kasusi korupsi.i  

3.i Bagii Pengusaha 

Dengani adanyai peraturani mengenaii pertanggungi jawabani 

korporasi,i makai konsekuensii darii penerapani ketentuani tentangi 

tanggungi jawabi korporasii inii harusi dipahamii olehi parai 

pengusaha,i sehinggai lebihi berhati-hatii dalami mengelolai 

perusahaannyai agari tidaki melakukani perbuatani yangi 

mengakibatkani pengusahai dikenakani pidanai denda,i karenai telahi 

melakukani tindaki pidanai korupsii dani telahi merugikani negara.i 
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Hali inipuni agari kegiatani usahai dalami suatui perusahaani dapati 

lebihi memperhatikani dani memantaui seluruhi keluari dani 

masuknyai danai agari tidaki terjadinyai penyalahgunaani yangi 

perakibati pidana.i 

 


